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PUTUSAN
Nomor 1463/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Pandeglang, 08 April 1995, agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di xxx, Kabupaten Pandeglang. Dalam hal ini
memberikan kuasa khusus kepada IRFAN, S.H. dan R.
ERLANGGA NANA F, S.H. adalah Advokat/Pengacara
dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum R Erlangga
& Co, yang beralamat di Jl. Raya Pandeglang-Serang.
Ciwasiat, Ruko Gardu Tanjak, RT 001, RwW 003,
Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kab.
Pandeglang Propinsi Banten, menggunakan domisili
elektronik pada email: irfan.ladih@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November
2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Pandeglang register nomor
213/KUASA/12/2023 tanggal 11 Desember 2023,
selanjutnya disebut Pemohon,;

lawan

TERMOHON, umur 29 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, beralamat di
xxX, Kabupaten Pandeglang-Banten, selanjutnya

disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Desember 2023
yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pandeglang Nomor 1463/Pdt.G/2023/PA.Pdlg, tanggal 11 Desember 2023,
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 2020 (duaribu dau
puluh) telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon
yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran
agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, sebagaimana tercatat
dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No xx tertanggal 04 (empat) Desember
2023 (dua ribu dua puluh tiga);

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah
tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah kontrakan di daerah Rajeg Kabupaten Tangerang -Banten;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah
berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 1 (satu) anak
yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Pandeglang, 21 Januari 2023

5. Bahwa pada keretakan rumah tangga Pemohon dimulai pada sekitar
Bulan Pebruari 2021, Pemohon pada waktu itu sempat berpisah ranjang
selama tiga bulan, selanjutnya Pemohon dan Termohon kembali
membangun rumah tangga seperti sedia kala, namun sekitar bulan Maret
rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak kembali dan sering
terjadi percekcokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang
penyebabnya antara lain:

- Prilaku termohon yang kurang hormat kepada termohon;

- Termohon keras kepala dan susah untuk dinasihatin.

6. Bahwa pada sekitar bulan April 2023 Pemohon dan Termohon pisah
ranjang dan selanjutnya pada bulan Mei 2023 Pemohon melakukan talak

secara lisan kepada termohon;
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7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah
tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan
tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena
perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon
untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar
pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun
dalam suatu ikatan perkawinan.
9. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandeglang, cq.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat
menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan
Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang
amarnya sebagai berikut:

PRIMER:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama
Pandeglang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Cqg majelis hakim yang memeriksa perkara

berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-

adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi
Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan
Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang
lain untuk menghadap sebagai wakillkuasanya yang sah, meskipun

berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1463/Pdt.G/2023/PA.Pdlg yang
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dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh
suatu alasan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon
dan memeriksa kartu advokat, berita acara sumpah dan surat kuasa khusus
Kuasa Hukum Pemohon guna memeriksa keabsahan formil dan materiilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan
oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: xxx, atas nama

Pemohon, tanggal 18 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti

tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxx, tanggal

04 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulosari

Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, bukti tertulis tersebut telah

diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
B. Saksi:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi 1, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat
tinggal di xxx Kabupaten Pandeglang, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki

hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan
Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di daerah Rajeg
Kabupaten Tangerang -Banten;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah
dikaruniai satu orang anak bernama ANAK yang ikut dengan
Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebih sejak awal Februari 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi
pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon
dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan
karena Perilaku Termohon yang kurang hormat kepada Pemohon
dan keras kepala danTermohon jika sedang bertengkar suka main
tangan kepada Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah
pisah rumah sejak Mei 2023 sampai dengan sekarang dan sudah
tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha

merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
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- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah
tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada
harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon sekarang bekerja sebagai karyawan
di Provider XL, dengan gaji sekitar 6 (enam) juta rupiah;

2. saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa,
bertempat tinggal di xxx Kabupaten Pandeglang, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki
hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan
Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di daerah Rajeg
Kabupaten Tangerang Banten;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan
Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang ikut dengan
Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak awal Februari 2021 yang mengakibatkan
antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei 2023
sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon
dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung
perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tapi
mengetahui dari cerita Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan
pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena
Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon dan
suka marah-marah;
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- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon
dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada
harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya
lebih baik bercerai;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon sekarang bekerja sebagai
karyawan di Provider XL, namun tidak tahu gaji pastinya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan
tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa atas pertanyaan ex officio Majelis Hakim, Pemohon mengaku
bekerja sebagai karyawan Provider XL dan memilki penghasilan sekitar gaji
pokok sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya. Pemohon
mengaku mampu membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah), dan Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK
BINTI PEMOHON, perempuan, lahir di Pandeglang, tanggal 21 Januari 2023,
sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan
10% persen pertahun sampai anak tersebut dewasa menurut hukum yang
berlaku atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin, di luar biaya
pendidikan dan kesehatan;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan
secara lisan tetap akan bercerai dengan Termohon dan mohon putusan
sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan,
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sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah,
meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor
1463/Pdt.G/2023/PA.Pdlg yang dibacakan di persidangan, Termohon telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh
karena itu pemohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus
secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon
dan Termohon dan memeriksa kartu advokat, berita acara sumpah dan surat
kuasa khusus Kuasa Hukum Pemohon guna memeriksa keabsahan formil dan
materiilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada
IRFAN, S.H. dan R. ERLANGGA NANA F, S.H. adalah Advokat/Pengacara dan
Konsultan Hukum pada Kantor Hukum R Erlangga & Co, yang beralamat di JI.
Raya Pandeglang-Serang. Ciwasiat, Ruko Gardu Tanjak, RT 001, RW 003,
Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kab. Pandeglang Propinsi
Banten, menggunakan domisili elektronik pada email: irfan.ladih@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023 yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang register nomor
213/KUASA/12/2023 tanggal 11 Desember 2023, dengan dilampiri fotokopi
berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu advokat sebagaimana
tertera dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut Majelis Hakim
menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus
dan menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon merupakan subjek pemberi
bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan
memberi izin kepada mereka tersebut untuk beracara dalam perkara aquo
sebagai advokat professional, sesuai ketentuan Pasal 30 Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 123 HIR jo. SEMA Nomor 01
Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 jis. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal
14 Oktober 1994;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon telah
diberikan nasehat supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan
Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir, maka terhadap
perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Pasal 4 ayat (2)
Peraturan Mahkamah Agung Rl (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan
perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu
berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan
Agama Pandeglang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a
quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, domisili
Pemohon dan Termohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama
Pandeglang, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, yang menyatakan bahwa permohonan Cerai Talak diajukan kepada
Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon,

kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman
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yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon, maka perkara ini merupakan
kewenangan relatif Pengadilan Agama Pandeglang;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon dan
Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang
menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 yang menyatakan bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan
menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk
mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Bahwa berdasarkan hal-hal
tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki legal standing atau
rechtsbevoegheid (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan
permohonan perceraian a quo (legitima persona standi in judicio);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara pada intinya Pemohon
ingin menggugat cerai Termohon dengan alasan perceraian dalam permohonan
Pemohon adalah karena adanya peselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus antara Pemohon dan Termohon sejak maret tahun 2021 yang
disebabkan Prilaku termohon yang kurang hormat kepada termohon dan
Termohon keras kepala dan susah untuk dinasihatin. Akhirnya, Pemohon
dengan Termohon sering bertengkar mengenai hal tersebut dan akibat
perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak
Mei 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Majelis Hakim
menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena
dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi
perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan
tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
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Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan karenanya secara

formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan yang
ternyata telah dipanggil secara sah dan patut telah menimbulkan persangkaan
Majelis Hakim bahwa Termohon telah dianggap mengakui seluruh dalil
permohonan Pemohon dan tidak pula berkeinginan untuk mempertahankan
hak-hak keperdataannya, sehingga telah terpenuhi kehendak Pasal 163 HIR,
maka Termohon dianggap mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon
dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan sebagaimana Pasal 125 HIR:

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian, yang memiliki aturan
khusus (lex specialis derogat legi generalis), yaitu untuk melakukan perceraian
harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun
sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019, maka untuk mengetahui lebih jelas alasan tersebut
berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal
tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-daliinya telah
mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi surat KTP Pemohon) dan
P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan
materiil sebagai akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870
KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal
di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandeglang dan merupakan suami istri

yang menikah secara sah dan resmi secara hukum Islam.
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Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan Pemohon
dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa saksi 1 dan 2 dari Pemohon
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 144, 145, 146,
dan 147 HIR serta Pasal 171 dan 172 HIR., kecuali keterangan saksi 2 yang
memang tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun
saksi 2 mengetahui akibat tengkar itu Penggugat dan Tergugat telah pisah
rumah sehingga Majelis Hakim menggunakan bukti persangkaan atas
keterangan pisah rumah tersebut yang benar membuktikan telah terjadi
pertengkaran tersebut, sehingga membuktikan bahwa yang pada pokoknya
telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami
istri yang sah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak yang ikut dengan
Termohon. Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak
awal Februari 2021 yang lalu di mana telah terjadi pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon kurang menghormati dan
menghargai Pemohon dan suka marah-marah dan Termohon jika sedang
bertengkar suka main tangan kepada Pemohon, dan akibat perselisihan
tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Mei tahun 2023 yang
lalu dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun
kembali, selain itu sudah diupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan
Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Bahwa saksi-saksi Pemohon
mengetahui Pemohon sekarang bekerja sebagai provider XL dengan gaji
sekitar 6 (enam) juta rupiah;

Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas dan
pengakuan Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah
dan resmi, telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang bernama Anak
lahir di Pandeglang pada tanggal, 21 Januari 2023 dan saat ini ikut dengan
Termohon;

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada
keharmonisan karena terjadi perselisihan yang terus menerus sejak tahun
Februari 2021 yang lalu;
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3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut di sebabkan
Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon dan suka marah-
marah dan Termohon jika sedang bertengkar suka main tangan kepada
Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Mei
tahun 2023 yang lalu hingga sekarang. Dan antara Pemohon dan Termohon
tidak ada harapan hidup rukun kembali;
5. Bahwa atas pertanyaan ex officio Majelis Hakim, Pemohon mengaku
bekerja sebagai karyawan Provider XL dan memilki penghasilan sekitar gaji
pokok sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya. Pemohon
mengaku mampu membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00
(lima ratus ribu rupiah), dan Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama
ANAK BINTI PEMOHON, perempuan, lahir di Pandeglang, tanggal 21
Januari 2023, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya,
dengan kenaikan 10% persen pertahun sampai anak tersebut dewasa
menurut hukum yang berlaku atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau
telah kawin, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
Pertimbangan Petitum Perceraian
Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar
diberikan izin oleh Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap
Termohon. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan di atas, Majelis
Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:
Menimbang bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup
alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri
dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemeritah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak
ada harapan lagi untuk kembali rukun;
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Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai
talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan
pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali
rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah
tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang
telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan
terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang terus menerus, karena Termohon kurang menghormati
dan menghargai Pemohon dan suka marah-marah dan Termohon jika sedang
bertengkar suka main tangan kepada Pemohon, dengan demikian unsur
pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak Mei tahun 2023
yang lalu hingga sekarang, dan saksi-saksi dan pihak keluarga/orang dekat
sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta pihak keluarga
sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan
demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
Pemohon dan Termohon dengan mengoptimalkan penasehatan kepada
Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap
bersikeras untuk bercerai dan Termohon tidak pernah datang menghadap di
persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat
terlaksana, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dan merujuk
kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995
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tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut:
“Kehidupan Rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana
keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada
harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang
harmonis dan bahagia”. sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan
gugatan perceraian, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian
Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974",

Menimbang, bahwa Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama
Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan
berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan jo. SEMA Nomor 1 tahun 2022 huruf (C)
Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) Hukum Perkawinan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas, perkawinan antara
Pemohon dan Termohon telah tidak memenuhi norma hukum yang tersirat
dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21:

Jrzg lgd] loiSuuid Lolgjl pSumail po oS 5ls Ol wlil Hos
A 9 Ul an>,9 8390 pSius

09,Sei posl LY

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa secara filosofis tujuan perkawinan adalah untuk
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika
Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah
tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi
dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan
rumah tangganya dengan Termohon maka agar kedua belah pihak berperkara
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tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk
menghindari akibat negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang
ditimbulkan dari pada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis
Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut
dibubarkan atau diceraikan dari pada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah
tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan
dengan kaidah Fighiyah yang berbunyi:

AJbooll wl> e priio awlaalls s
Artinya: “menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil
kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan dalil ayat Al-Quran
dan doktrin ahli hukum Islam sebagaimana termuat dalam beberapa kitab yang
diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Al- Qur'an Surat al-Bagarah ayat 227 : ) )
Aule gaai alll 515 ML 15352 O)5
Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka
sesunguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";
2. Kitab Al-Figh al-Islamy wa adilatuh, juz 9, halaman 495, karangan
Wahbah al-Zuhailly yang menukil pendapat ulama Malikiyah, yang berbunyi

i) buie ) iall 5l Glaviall 5,04l aSILall ;lols
alsiilg is)ug Lasnz arzg )l sluxll asai V izg

o Vg 4 o VipMuullg 8Muall adde.

Artinya : “Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang
terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk
mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri

menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda
Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh

melakukan kemadharatan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan menurut hukum dan tidak
melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat
dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan
Pemohon patut dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan
keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka
Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai mut’ah, dan nafkah
anak secara ex officio, yang mana jumlah nominal uangnya atas inisiatif
sukarela Pemohon yang mana juga ingin memberikan mut'ah, dan nafkah anak
dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan dan pengakuan
Pemohon, walaupun sebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
menurut fakta persidangan karena Termohon kurang menghormati dan
menghargai Pemohon dan suka marah-marah dan Termohon jika sedang
bertengkar suka main tangan kepada Pemohon. Akan tetapi dalam persidangan
Pemohon rela dan ikhlas sukarela untuk sanggup memberikan mut'ah kepada
Termohon sebagai tanggung jawab menceraikan Termohon secara baik-baik (
gl.fu:!.: z’_\_._._e..‘hj) yang telah mendampinginya menjalankan bahtera rumah
tangga selama kurang lebih sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi
Hukum Islam (vide Inpres Nomor 1 Tahun 1991) Bilamana perkawinan putus
karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak
kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri
tersebut gobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas
isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba’in atau
nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Yang mana mut’ah mempunyai maksud

dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali asih kepada Termohon, hal
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ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Bagarah ayat 241 yang
berbunyi :
orioll nlelo> 99 20l glio catlloollg
Artinya:“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberikan oleh
suaminya) mut'’ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi
orang-orang yang bertagwa”

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, Pemohon ingin bercerai
baik-baik dengan Termohon dan berinisiatif secara sukarela menyatakan
sanggup membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus
ribu rupiah) kepada Termohon dan mohon putusan, yang mana besarannya
telah disesuaikan dengan kemampuan dan nilai kepatutan bagi Pemohon yang
bekerja sebagai karyawan swasta provider XL dan memilki penghasilan sekitar
gaji pokok sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya. Dan
akan dibayarkan Pemohon kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak
di persidangan. Maka oleh Hakim mempertimbangkan jumlah tersebut adalah
beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, apalagi Termohon tidak hadir di
persidangan sehingga tidak bisa didengar jawabannya dan akan dimuat dalam
amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban
orang tua (bapak dan ibunya), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal
105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (vide
Inpres Nomor 01 Tahun 1991) bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh
ayahnya menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut
dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah menikah dan juga
mengingat Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, maka orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk
mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya.

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut selaras dengan
Firman Allah SWT dalam Surat Al-Thalagq Ayat 7 yang selanjutnya diambil-alih

sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

- 1 .osf <z 52 T 2 _ o 2 .
sLls Lo, seiils asj’é adde ;29 855 airiv Ho ariv 93 Baiil
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aln

Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Pemohon hanya dibebankan
membayar Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK BINTI
PEMOHON, perempuan, lahir di Pandeglang, tanggal 21 Januari 2023,
sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya. Majelis Hakim
mempertimbangkan khusus pemberian nafkah anak yang masuk dalam amar
ini, bahwa mengingat kondisi anak tersebut yang setiap harinya atau bulannya
atau tahunnya akan sangat mungkin memerlukan biaya yang bertambah baik
dari segi hidupnya, pendidikannya maupun kesehatannya, maka olehnya itu
Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah nafkah anak tersebut tidaklah
termasuk biaya untuk pendidikan dan kesehatan, dan bahwa nilai yang
disanggupi oleh Pemohon nantinya hanyalah batas minimal dari nominal
terendah yang akan diberikan oleh Pemohon, juga patut kiranya untuk
mengikuti angka inflasi setiap tahun maka ditentukan setiap tahun nafkah untuk
anak tersebut dinaikkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun
terakhir/tahun sebelumnya sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung No 3
tahun 2015 Pada Huruf C Rumusan Kamar Agama pada poin 14;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung
Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama
dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu Mut'ah dan nafkah selama
masa iddah, harus dibayar oleh Pemohon selaku suami kepada Termohon
sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama
Pandeglang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan
tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka
permohonan Pemohon dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak
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serta patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat
(1) R.Bg;
Biaya Perkara
Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;
Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.
Amar Putusan
MENGADILI:
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan
talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang
Pengadilan Agama Pandeglang;
4, Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada
Termohon sebelum ikrar talak satu raj'i diucapkan di depan persidangan
Pengadilan Agama Pandeglang, berupa Mut'ah berupa uang sejumlah
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar melalui
Termohon Nafkah untuk 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama
ANAK BINTI PEMOHON, lahir di Pandeglang, tanggal 21 Januari 2023,
sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak
amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa menurut hukum
atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin dengan kenaikan
sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan
kesehatan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
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Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Pandeglang pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Azhar Nur Fajar
Alam, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ama' Khisbul Maulana, S.H.l., M.H. dan
Qurratul A'yuni, S.H.l.,, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Imas
Masniah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon
didampingi Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ama' Khisbul Maulana, S.H.l., M.H. Qurratul A'yuni, S.H.l., M.H.
Panitera Pengganti,

Imas Masniah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses :Rp  75.000,00
- Panggilan :Rp  20.000,00
- PNBP Panggilan :Rp  20.000,00
- PNBP Surat Kuasa :Rp 10.000,00
- Redaksi :Rp  10.000,00
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- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 175.000,00
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
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